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UNITED NATIONS 
United Nations Transitional Administration 

in East Timor 

 
 

NATIONS UNIES 
Administrasion Transitoire des Nations Unies 

in au Timor Oriental 

   UNTAET  
      

 UNTAET/REG/2002/01 
 16 Januari 2002  
 
 

REGULASI NO. 2002/01 
  
 
TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN PERTAMA DEMI TIMOR LOROSAE YANG 

INDEPENDEN DAN DEMOKRATIS 
 
 
Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi), 
 
Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi dalam Resolusi 
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, 
 
Menimbang Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa No. 1338 (2001) 
tanggal 31 Januari 2001 yang mengakui bahwa merupakan tanggung jawab Pemerintahan 
Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) untuk mengukuhkan 
pemilihan umum yang bebas dan adil di Timor Lorosae dengan bekerjasama rakyat Timor 
Lorosae dan untuk mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah yang terdiri menurut hukum, 
 
Meningat Regulasi UNTAET No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae, 
 
Mengingat Regulasi UNTAET No.2001/2 tanggal 16 Maret 2001 tentang Pemilihan Majelis 
Konstituante guna Mempersiapkan Suatu Konstitusi demi Timor Lorosae yang Independen 
dan Demokratis, 
 
Dengan maksud memilih Presiden pertama demi Timor Lorosae yang independen dan 
demokratis dan membuat perubahan tertentu terhadap Regulasi UNTAET No.2001/2, 
 
Mendorong partisipasi yang sama antara wanita dan pria dalam semua tahap proses pemilihan 
dan konstitusional, dan menjalankan peningkatan hak wanita untuk menikmati hak-hak sipil 
dan politik sepenuhnya, 
 
Setelah mempertimbangkan rekomendasi Majelis Konstituante dan Dewan Menteri 
Pemerintahan Transisi Kedua di Timor Lorosae,  
 
Mengumumkan sebagai berikut:  
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I: Presiden 
 

Bagian 1 
Presiden Timor Lorosae  

 
1. Presiden dipilih oleh orang yang memenuhi syarat bersuara di Timor Lorosae. 
 
2. Presiden dipilih pada tanggal sebagaimana ditetapkan oleh Administrator Transisi melalui 

Instruksi. 
 
3. Pemilihan Presiden diatur oleh Regulasi ini dan bersifat bebas dan adil, dengan hak pilih 

yang dipunyai semua orang dewasa, dan pemungutan suara bersifat rahasia. 
 
 

Bagian 2 
Mandat Presiden  

 
1. Presiden mempunyai semua kekuasaan yang dianugerahkan kepada jabatan Presiden 

menurut Konstitusi. 
 
2.   Masa jabatan Presiden ditentukan dalam Konstusi. 
 
 

Bagian 3 
Daerah pemilihan  

 
Presiden dipilih berdasarkan satu daerah pemilihan nasional yang utuh. 
 
 

II: Komisi Pemilihan Independen 
 

Bagian 4 
Komisi Pemilihan Independen 

 
Kewenangan atas pemilihan di Timor Lorosae semata-mata tergabung dalam Komisi 
Pemilihan Independen ("IEC") yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2001/2 
sebagaimana diubah oleh Regulasi ini. 
 
 

Bagian 5 
Masa tugas Komisi Pemilihan Independen 

 
Setelah hasil dari pemilihan Presiden diumumkan, IEC terus beroperasi hingga tanggal 
sebagaimana ditetapkan oleh Administrator Transisi.  
 
 

Bagian 6 
Komisaris 
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Bagian 13.1 dari Regulasi UNTAET No.2001/2 diubah dengan menghapuskan semua teksnya 
dan menggantikan teks tersebut dengan kata-kata "Komisi terdiri dari Pejabat Ketua 
Pemilihan dan lima (5) Komisaris yang berhak memberikan suara yang diangkat oleh 
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, di mana tiga (3) anggota di antaranya 
merupakan putra daerah Timor Lorosae, dan dua (2) anggota di antaranya merupakan ahli 
internasional yang diakui dalam bidang pemilihan umum." 
 
 

Bagian 7 
Rapat Komisi 

 
Bagian 15.1 dari Regulasi UNTAET No.2001/2 diubah dengan menambah kata-kata yang 
berikut: "Dalam hal tidak ada Ketua rapat, Pejabat Ketua Pemilihan mengadakan rapat 
Komisi." 
 
 

Bagian 8 
Pendelegasian Kekuasaan IEC 

 
Melalui resolusi, Komisi dapat mendelegasikan kekuasaannya manapun kepada Pejabat 
Ketua Pemilihan atau pejabat lai dari Kantor Pejabat Ketua Pemilihan, apabila dianggap 
kekuasaan tersebut perlu didelegasikan atas kepentingan penyelenggaraan baik pemilihan 
Presiden. 

 
 

Bagian 9 
Pendelegasian Kekuasaan Pejabat Ketua Pemilihan 

 
Pejabat Ketua Pemilihan dapat mendelegasikan secara tertulis kekuasaan manapun yang ia 
punyai kepada pejabat lain dari Kantor Pejabat Ketua Pemilihan, apabila kekuasaan tersebut 
perlu didelegasikan atas kepentingan penyelenggaraan baik pemilihan Presiden. 

 
 

Bagian 10 
Sanksi IEC 

 
1. IEC dapat memberikan keputusan/kesimpulannya kepada polisi atau kehakiman untuk 

penyelenggaraan hukum, penyidikan lebih lanjut, atau penuntutan sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 

 
2. IEC dapat mencabut partai politik atau calon dari kartu pemungutan suara, atau 

membatalkan pengikutsertaannya dalam pemilihan, apabila ditetapkan bahwa partai atau 
calon tersebut terdaftar atau dicalonkan dengan curang, atau berusaha dengan maksud 
mencegah hak orang untuk memberikan suara dengan bebas. 

 
3. IEC dapat mencabut akreditasi/pengakuan rombongan pemantau atau agen partai politik 

manapun apabila ditetapkan oleh IEC bahwa tindakan demikian diperlukan untuk 
kepentingan menjaga integritas proses pemilihan. 
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Bagian 11 
Kewajiban pejabat, pegawai dan staf IEC 

 
Bagian 19 Regulasi UNTAET No.2001/2 diubah dengan menghapuskan semua teksnya dan 
menggantikan teks tersebut dengan kata-kata: 
 
"Semua pejabat, pegawai dan staf IEC wajib bersifat mandiri dan tidak memihak dalam 
menjalankan fungsinya dan harus berusaha dengan tujuan memastikan pelaksanaannya 
pemilihan yang bebas dan adil serta yang mencerminkan kehendak rakyat Timor Lorosae. 
 
Semua pejabat, pegawai dan staf wajib manahan diri supaya jangan bertindak dengan cara 
yang mungkin meragukan netralitas atau ketidakberpihakan dirinya sendiri, atau dengan cara 
lain mengancam integritas proses pemilihan. 
 
Pejabat, pegawai atau staf IEC tidak boleh mencari atau menerima perintah yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugasnya dari suatu pemerintah, partai politik, calon, atau otoritas 
maupun individu lain yang ada di luar dari IEC. 
 
Sesuai dengan keputusan IEC, Komisaris dapat merekomendasikan kepada Administrator 
Transisi bahwa pejabat, pegawai atau staf IEC langsung diberhentikan berdasarkan bukti 
yang cenderung menunjukkan bahwa pejabat, pegawai atau staf tersebut telah melakukan 
tindakan yang mengancam kredibilitas atau integritas, atau kepercayaan masyarakat umum 
dalam, IEC atau proses pemilihan." 
 
 

III: Pendaftaran Partai Politik 
 

Bagian 12 
Partai yang terdaftar berhak mengajukan calon 

 
1. Persyaratan pendaftaran partai-partai politik di bawah Regulasi UNTAET No.2001/2 

dengan ini diperluaskan supaya partai tersebut diperkenankan mengajukan calon untuk 
dipilih menjadi Presiden. 

 
2. Partai politik yang tidak terdaftar sesuai dengan Bagian 12.1 atau Bagian 13 dari Regulasi 

ini tidak dapat mengajukan calon untuk dipilih menjadi Presiden.  
 
3. Sesuai dengan hukum Timor Lorosae sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 2 dan 

Bagian 3 Regulasi UNTAET No. 1999/1, orang-orang di Timor Lorosae mempunyai hak 
kebebasan berserikat, hak berkumpul dan bersidang secara damai, hak kebebasan 
mengutarakan pendapat, hak memilih ataupun dipilih serta mengambil bagian dalam 
pelaksanaan urusan kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang 
dipilih secara bebas. Tidak ada ketentuan dalam Regulasi ini yang menolak hak seorang 
individu untuk membentukkan atau ikut serta dalam kegiatan partai politik, baik yang 
telah terdaftar dan berhak mengajukan calon untuk pemilihan Presiden ini maupun yang 
tidak. 
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Bagian 13 
Pengajuan permohonan 

 
1. Partai politik yang belum terdaftar berdasarkan Regulasi UNTAET No.2001/2 dapat 

mengajukan permohonan pendaftaran kepada IEC sesuai dengan Regulasi ini. 
 
2. Permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Pejabat Ketua Pemilihan oleh pejabat 

partai politik dalam periode permohonan sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Ketua 
Pemilihan. Periode tersebut akan berlangsung selama paling sedikit enam (6) hari 
berturut-turut dan wajib diumumkan oleh Pejabat Ketua Pemilihan paling sedikit sepuluh 
(10) hari sebelumnya. 

 
3.   Partai politik yang mengajukan permohonan pendaftaran tidak dibebani biaya 

pendaftaran. 
 
 

Bagian  14 
Data yang dicantumkan dalam permohonan 

 
Permohonan pendaftaran partai politik diajukan secara tertulis dengan memakai cara 
sebagaimana yang ditetapkan oleh IEC dan wajib mengandung hal-hal sebagai berikut:  

 
nama lengkap, akronim, dan lambang yang partai politik mau mewakilinya pada kartu 

pemungutan suara dan bahan-bahan pendidikan; 
 

nama, alamat, kontak informasi lain, dan tanda tangan atau tanda identitas dari 
seorang pemimpin partai politik; 
 

nama, alamat, kontak informasi lain, dan tanda tangan atau tanda identitas dari 
seorang yang ditunjuk sebagai petugas penghubung nasional untuk partai politik; 

 
nama, alamat, kontak informasi lain, dan tanda tangan atau tanda identitas dari pejabat 

nasional partai politik; 
 

pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin dan semua pejabat nasional 
partai politik, yang menyatakan bahwa pemimpin dan pejabat tersebut adalah penduduk lazim 
di Timor Lorosae sebagaimana dimaksud dalam Regulasi UNTAET No.2001/3; 
 

alamat atau kontak informasi untuk salah satu kantor partai politik yang terletak di 
Dili, ke mana semua surat untuk partai politik tersebut akan dialamatkan; 
 

nama, tanggal dan tempat lahir, alamat dan tanda tangan atau tanda identitas dari 
paling sedikit 500 (lima ratus) orang yang memenuhi syarat untuk memberikan suara sesuai 
dengan Regulasi ini dan yang mendukung pendaftaran partai politik; dan 
 

anggaran dasar partai politik. 
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Bagian 15 
Pengumuman dan penerbitan permohonan pendaftaran: pengajuan keberatan 

 
1. Pejabat Ketua Pemilihan sesegera dapat dipraktekkan  memberitahukan masyarakat 

umum mengenai penerimaan permohonan pendaftaran yang sah, dengan mencantumkan 
pengumuman dalam Lembaran Berita Resmi Timor Lorosae, iklan di surat kabar, siaran 
radio dan melalui papan pengumuman di Kantor Administrasi Distrik masing-masing, 
serta menyediakan permohonan tersebut kepada masyarakat supaya sempat diperiksa oleh 
umum selama jangka waktu enam (6) hari berturut-turut. 

 
2. Periode dan tempat pemeriksaan umum harus diumumkan paling sedikit sepuluh (10) hari 

sebelumnya oleh Pejabat Ketua Pemilihan. 
 
3. Seseorang yang memenuhi syarat untuk memberikan suara dapat mengajukan keberatan 

atas permohonan pendaftaran partai politik kepada IEC. Dasar keberatan tersebut terbatas 
pada tuntutan/pernyataan bahwa hal-hal yang terkandung dalam permohonan pendaftaran 
tidak lengkap atau tidak tepat. Keberatan tersebut hanya dapat diterima selama periode 
pemeriksaan umum saja. 

 
4. Keberatan hanya boleh diperiksa oleh pihak yang telah mengajukan permohonan yang 

dikenakan dengan keberatan tersebut.  
 
 

Bagian 16 
Pendaftaran 

 
1.   Partai politik yang sudah mengajukan permohonan pendaftaran didaftarkan sebelum 

lewat waktu lima (5) hari sejak berakhirnya periode pemeriksaan umum, bila Pejabat 
Ketua Pemilihan merasa puas 

 
(a) bahwa tidak terdapat kekurangan atau ketidaktepatan yang menonjol dalam hal-hal 

yang tercantum dalam permohonan pendaftaran;  
 
(b) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai nama, akronim atau lambang yang 

cenderung membangkitkan kebencian atau kekerasan; 
 
(c) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai lambang yang sama atau serupa 

dengan bendera suatu negara lain, lambang atau lencana militer yang sedang 
digunakan, lambang Falintil, maupun lambang Conselho Nasional da Resistencia 
Timorense; dan 

 
(d) bahwa partai politik tersebut tidak mempunyai nama, akronim atau lambang yang 

sama atau serupa dengan nama, akronim, atau lambang dari partai politik terdaftar, 
sehingga dapat menimbulkan kebingungan di dalam pikiran rakyat Timor Lorosae. 

 
2.   Dalam mempertimbangkan apakah kriteria dalam Bagian 16.1(d) telah dipenuhi, Pejabat 

Ketua Pemilihan memperhitungkan keseluruhan sejarah dan keadaan politik di seputar 
permohonan pendaftaran yang bersangkutan. 
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3. Bila Pejabat Ketua Pemilihan tidak merasa puas bahwa kriteria sebagaimana diuraikan 
dalam Bagian 16.1 dipenuhi, maka dalam waktu tiga (3) hari setelah pengajuan 
permohonan yang bersangkutan, Pejabat Ketua Pemilihan harus memberitahukan partai 
politik yang mengajukan permohonan tersebut dan menyerahkan permohanan itu kepada 
IEC. 

 
4. Partai yang bersangkutan boleh memperbaiki kekurangan dalam permohonan pada setiap 

saat sebelum berakhirnya periode pendaftaran dengan mengajukan permohonan yang 
diubah dan, khususnya, boleh mengajukan nama, akronim, atau lambang lain. 

 
5. Sesegera dapat dipraktekkan setelah berakhirnya periode penerimaan keberatan, IEC: 
 

(a) memeriksa permohonan yang dikenakan dengan keberatan, termasuk permohonan 
yang diserahkan kepadanya oleh Pejabat Ketua Pemilihan sesuai dengan Bagian 16.3; 

 
(b) memutuskan apakah partai politik yang bersangkutan akan didaftarkan; dan 

 
(c) memberitahukan partai politik yang bersangkutan mengenai keputusannya. 

 
6. Sesuai dengan Bagian 16.7 dan Bagian 17, IEC dapat menolak untuk mendaftarkan partai 

politik apabila, dan hanya apabila: 
 

(a) terdapat kekurangan atau ketidaktepatan yang menonjol dalam hal-hal yang 
tercantum dalam permohonan pendaftaran; 

  
(b) partai politik tersebut mempunyai nama, akronim atau lambang yang cenderung 

membangkitkan kebencian atau kekerasan; 
 

(c) partai politik tersebut mempunyai lambang yang sama atau serupa dengan bendera 
suatu negara lain, lambang atau lencana militer yang sedang digunakan, lambang 
Falintil, maupun lambang Conselho Nasional da Resistencia Timorense; dan 

 
(d) partai politik tersebut mempunyai nama, akronim atau lambang yang sama atau 

serupa dengan nama, akronim, atau lambang dari partai politik terdaftar, sehingga 
dapat menimbulkan kebingungan di dalam pikiran rakyat Timor Lorosae. 

 
7.   Dalam mempertimbangkan apakah kriteria dalam Bagian 16.1(d) telah dipenuhi, IEC 

memperhitungkan keseluruhan sejarah dan keadaan politik di seputar permohonan 
pendaftaran yang bersangkutan. 

 
 
 

Bagian 17 
Kekurangan yang tidak penting 

 
IEC tidak dapat menolak suatu permohonan pendaftaran jika IEC yakin, berdasarkan alasan 
yang layak, bahwa kekurangan atau kesalahan dalam permohonan tersebut tidak dapat  
merugikan maksud Regulasi ini jika diterima 
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Bagian 18 
Partai yang terdaftar adalah badan hukum 

 
Suatu partai politik yang didaftarkan sesuai dengan Regulasi ini, termasuk partai yang  
persyaratan pendaftarannya diperluaskan sesuai dengan Bagian 12.1 Regulasi ini, berfungsi 
sebagai badan hukum di Timor Lorosae, dan berhak memiliki harta benda dan mempunyai 
hak untuk mengugat dan digugat secara hukum, hingga tanggal sebagaimana ditetapkan oleh 
Administrator Transisi berkaitan dengan fungsinya IEC sesuai dengan Bagian 5 Regulasi ini. 
Setelah tanggal tersebut, sifatnya badan hukum dari partai politik hanya dapat dilangsungkan 
menurut pendaftaran sesuai dengan perundang-undangan lain yang berlaku. 
 
 

Bagian 19 
IEC memelihara Register 

 
IEC memelihara Register partai politik terdaftar yang mengandung semua permohonan 
pendaftaran partai tersebut. Setelah IEC berhenti memeriksa keberatan, daftar tanda tangan 
yang mendukung permohonan tersebut kemudian tidak terkandung lagi dalam Register.  
 
 

Bagian 20 
Partai politik wajib memberitahukan perubahan data-data 

 
Dalam waktu empat belas (14) hari setelah ada perubahan materiil dalam data-data yang 
dicantumkan di dalam Register sehubungan dengan suatu partai politik terdaftar, Petugas 
Penghubung Nasional dari partai politik tersebut wajib memberitahukan perubahan tersebut 
kepada Pejabat Ketua Pemilihan secara tertulis.  
 
 

IV: Syarat-syarat dan Bentuk Pencalonan 
 

Bagian 21 
Syarat-syarat pemilih 

 
Orang-orang yang berikut, yang berusia tujuh belas (17) tahun ke atas, memenuhi syarat 
untuk memberikan suara dalam pemilihan Presiden: 
 

(a) orang yang lahir di Timor Lorosae,  
 
(b) orang yang lahir di luar Timor Lorosae, tetapi ibu ataupun ayahnya lahir di 

Timor Lorosae, atau 
 
(c) orang yang memiliki suami/isteri yang memenuhi syarat yang ditentukan  

dalam  poin (a) atau (b) di atas.  
 
 

Bagian 22 
Hak memberikan suara 
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Seorang pemilih yang memenuhi syarat berhak memberikan suara dalam pemilihan Presiden 
apabila: 
 
(a) sedang berada di Timor Lorosae pada hari pemungutan suara; dan 
 
(b) waktu meminta izin memberikan suara di tempat pemungutan suara, memberikan bukti 

dalam bentuk sebagaimana diatur oleh IEC bahwa orang tersebut telah tercatat oleh 
Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Regulasi UNTAET No.2001/3. 

 
 

Pasal 23 
Syarat-syarat calon 

 
Untuk memenuhi syarat agar dapat dipilih sebagai Presiden, seseorang wajib: 
 
(a) lahir di Timor Lorosae, dan paling sedikit satu di antara orangtuanya lahir di Timor 

Lorosae; 
 
(b) tercatat sebagai penduduk lazim di Timor Lorosae sebagaimana ditentukan dalam 

Regulasi UNTAET No.2001/3; 
 
(c) berusia 35 tahuh ke atas pada tanggal pemilihan Presiden dilakukan; dan 
 
(d) penduduk Timor Lorosae, yang didefinisikan sebagai seorang yang tetap berdiam di 

Timor Lorosae selama paling sedikit tiga (3) bulan sebelum tanggal pengajuan nominasi 
atau permohonannya untuk menjadi calon.  

 
 

Bagian 24 
Calon partai 

 
1.   Setiap partai politik terdaftar yang ingin ikut serta dalam pemilihan Presiden dapat 

mencalonkan/menominasikan satu orang kepada IEC. Calon yang sama dapat 
dicalonkan/dinominasikan oleh lebih dari satu partai politik. 

 
2.   Nominasi calon oleh partai politik terdaftar wajib: 
 

(a) diajukan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar partai politik; dan 
 

(b) diajukan kepada IEC dengan memakai formulir yang disediakan oleh IEC untuk 
maksud itu; dan 

 
(c) diajukan kepada IEC dalam periode yang ditentukan oleh IEC untuk pengajuan 

permohanan pencalonan; dan 
 

(d) disertai dengan pernyataan, dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh IEC, dari 
orang yang dicalonkan, yang membenarkan bahwa calon yang bersangkutan telah 
memenuhi syarat pencalonan, dan kehendak dicalonkan oleh partai politik yang 
bersangkutan; dan 
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(e) disertai dengan bukti pemenuhan syarat pencalonan dalam bentuk sebagaimana 

ditetapkan oleh IEC. 
 
3.   Dalam hal kematian, ketidakmampuan atau pengunduran diri orang yang dicalonkan oleh 

partai yang bersangkutan paling sedikit 60 hari sebelum pemilihan, seorang pengganti 
dapat ditunjuk oleh partai. 

 
 

Bagian 25 
Calon independen 

 
1. Seseorang yang ingin menjadi calon independen untuk pemilihan Presiden wajib 

mengajukan permohonan kepada IEC. 
 
2. Permohonan dari calon independen wajib: 
 

(a) diajukan kepada IEC dengan memakai formulir sebagaimana disediakan oleh IEC 
untuk maksud itu; dan 

 
(b) diajukan kepada IEC dalam periode yang ditentukan oleh IEC untuk mengajukan 

permohonan pencalonan; dan 
 

(c) disertai dengan pernyataan, dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh IEC, dari 
orang yang dicalonkan, yang membenarkan bahwa orang yang bersangkutan telah 
memenuhi syarat pencalonan; dan 

 
(d) disertai dengan bukti pemenuhan syarat pencalonan dalam bentuk sebagaimana 

ditetapkan oleh IEC; dan 
 

(e) disertai dengan tanda tangan dari paling sedikit lima ribu (5000) orang yang 
memenuhi syarat untuk memberikan suara dan yang mendukung permohonan calon 
tersebut. 

 
 

V: Penentuan Calon yang Terpilih 
 

Bagian 26 
Penghitungan hasil pemungutan suara 

 
Jumlah suara yang dipungut pada pemilihan Presiden dihitungkan untuk setiap calon masing-
masing, dan hasilnya kemudian diberitahukan oleh Pejabat Ketua Pemilihan kepada IEC. 

 
 

Bagian 27 
Calon yang menang 
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Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak menjadi Presiden. Dalam hal ada dua calon 
yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama, calon yang menang ditetapkan oleh 
Majelis Konstituante dalam pemungutan suara yang bersifat pribadi dan rahasia. 
 
 

VI: Ketentuan Lain 
 

Bagian 28 
Penafsiran 

 
Dalam Regulasi ini, kecuali timbul maksud yang bertentangan: 
 
 “calon independen” berarti seorang individu yang ingin dipilih sebagai Presiden, yang tidak 
dicalonkan oleh suatu partai politik; 
 
“IEC” berarti Komisi Pemilihan Independen yang didirikan sesuai dengan Bagian 11 
Regulasi UNTAET No. 2001/2 sebagaimana diubah oleh Regulasi ini. 
 
“partai politik terdaftar" berarti suatu partai politik yang didaftarkan sesuai dengan Regulasi 
ini. 
 

 
Bagian 29 

Pemberlakuan 
 
Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani. 
 
 
 
 
 

Sergio Vieira de Mello 
Administrator Transisi 

 
 


